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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

rahmat dan karunia-Nya lah, penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana Tahun 2023-2026 dapat selesai dikerjakan. 

Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan 

Program dan Kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi dalam rangka memberikan 

pelayanan dan pembinaan terbaik bagi masyarakat Kota Payakumbuh dalam 

kurun waktu 2023-2026. Penyusunan Rencana Strategis ini disusun oleh Tim 

yang terdiri unsur pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana 

dengan menggunakan data indikator yang mengacu pada RPD Kota Payakumbuh.  

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini 

mungkin masih terdapat kekeliruan atau kekurangan, untuk itu masukan yang 

membangun demi perbaikan RENSTRA ini untuk masa yang akan datang sangat 

diharapkan. 

Demikianlah Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana 

Kota Payakumbuh dibuat untuk dapat jadi pedoman dalam perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai Tahun 2026. Semoga bermanfaat 

untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh di masa datang. 

 

Payakumbuh,      Mei   2022 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak Dan Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana 
 Kota Payakumbuh  

 
 

 

Drs. AH AGUSTION 
NIP. 19640809 198803 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Seiring dengan perkembangan pembangunan nasional, Program Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana 

mengalami perkembangan yang pesat. Dengan ruang lingkup dan dimensi yang semakin 

luas serta semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi menuntut upaya pengerahan 

potensi yang ada, baik berupa daya, dana , sarana, maupun kemampuan manajemen 

yang dapat mengarahkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program 

secara efektif dan efisien. 

Untuk menjawab tantangan tersebut diatas, masalah yang perlu diperhatikan 

dalam proses pembangunan adalah masalah pemberdayaan perempuan, perlindungan 

anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana. Masalah tersebut diatas dengan 

berbagai karakteristiknya merupakan variabel-variabel yang mempunyai pengaruh yang 

sangat luas pada segala aspek kehidupan. Pada hakekatnya pembangunan di urusan-

urusan tersebut diatas adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. 

 Oleh karena itu pemahaman terhadap kondisi kependudukan adalah merupakan 

hal yang penting dalam perencanaan pembangunan. Karena hal tersebut dapat dipakai 

untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, khususnya mengenai kesejahteraan 

masyarakat. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh merupakan perpanjangan tangan 

Pemerintah Daerah dan menjadi pilar utama pelayanan masyarakat di Kota 

Payakumbuh. Dokumen ini berisikan jabaran lebih kongkrit dan operasional dalam 

bentuk strategi, kebijakan, dan program pembangunan sesuai dengan potensi serta 

permasalahan yang mempengaruhi perkembangan pembangunan bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk keluarga berencana 

khususnya di Kota Payakumbuh. Penyesuaian Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) 

ini juga mengacu pada RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2012 tentang rencana 

pembangunan  jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, 

mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh 

Tahun 2023-2026. 
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Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana merupakan dokumen 

perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian 

Penduduk Keluarga Berencana untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, 

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga 

Berencana berpedoman pada RPD kota Payakumbuh dan bersifat indikatif.  

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian 

Penduduk Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. 

Dokumen Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi aparat 

pengelola dan aparat pelaksana kebijakan program dan kegiatan di lingkungan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana Kota Payakumbuh dalam peningkatan pelayanan DP3AP2KB di Kota 

Payakumbuh dan sebagai tolak ukur kinerja pembangunan dengan dua urusan wajib.  

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana sesuai Peraturan yang ada menjalani 2 (dua) urusan  

wajib pemerintah  yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun  2023-2026 sebagai 

berikut: 

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

Dalam  rangka Penyusunan Rencana Strategis DP3AP2KB 2023-2026 kami 

telah mencoba memperhatikan semua permasalahan  yang meliputi pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana yang 

berpotensi mempengaruhi pelaksanaan dari kegiatan pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Oleh 

karena itu, perlu dilaksanakan penyesuaian Rencana Strategis dalam bentuk 

penyempurnaan kegiatan berdasarkan pemahaman terhadap kondisi pemberdayaan 

perempuan dan KB yang dinamis dan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah 

Kota Payakumbuh dalam mengakomodir Program/Kegiatan yang bersifat Nasional. 

Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana menjadi acuan dalam pengendalian dan 

evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi 
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Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian 

Penduduk Keluarga Berencana. 

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga 

Berencana tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut: 

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana agar mendukung 

pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang 

tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya. 

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. 

3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian 

Penduduk Keluarga Berencana akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun 

waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program 

dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana wajib 

berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.  

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.  

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau 

daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sesuai dengan 

kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian 

Penduduk Keluarga Berencana memiliki hubungan keterkaitan dengan dokumen 
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perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan 

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian 

Penduduk Keluarga Berencana dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga 

Berencana Provinsi, dan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut. 

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mengacu pada tugas dan fungsi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga 

Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi/ 

Kabupaten/ Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentang Tugas 

dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian 

Penduduk Keluarga Berencana, RPJMD Provinsi, RPD Kota, dan memperhatikan 

Renstra Kementerian/ Lembaga, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi, Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) RPJMD Provinsi/ Kabupaten/ Kota. 

Kemudian bahwa Renstra dapat diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi 

tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan bila terdapat perubahan RPD. Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur bahwa perubahan 

Renstra dapat dilakukan apabila: 

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak 

sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah 

yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;   

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang 

dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017; dan   
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c. Terjadi perubahan yang mendasar 

 
Selanjutnya Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, 

goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, 

pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Kondisi saat ini terjadi 

pandemi covid-19 yang tergolong ke dalam bencana non alam yang mengakibatkan 

krisis ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup 

drastis.  

Dengan berakhirnya masa periode RPJMD Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 

beserta adanya implikasi Pilkada serentak Tahun 2024, maka sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan disusun dokumen perencanaan jangka menengah daerah dalam 

bentuk Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rancangan Pembangunan 

Daerah Tahunan (RPD). Hal ini dilakukan mengingat setelah masa jabatan Kepala 

Daerah berakhir di Tahun 2022, Kota Payakumbuh tidak memiliki dokumen RPJMD 

dan konsekuensi logis dari Pilkada Serentak Tahun 2024. 

Selain hal tersebut di atas, juga terjadi penyesuaian terhadap sasaran Renstra 

yang mengacu kepada RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025. Perubahan 

kebijakan mendasar tersebut meliputi:  

1. Penyesuaian terhadap Renstra Kementrian/ Lembaga; 

2. Penyesuaian terhadap Renstra Propinsi Sumatera Barat; 

3. Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

4. Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;  

5. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa proses 

perencanaan harus melalui SIPD Nasional; dan  

6. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

Keuangan Daerah.  

7. Penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  



 
6  

 
 

 

Renstra DP3AP2KB Kota Payakumbuh 2023-2026 
 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 

merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 dan pedoman dalam 

penyusunan perubahan Renstra-PD. Dalam penyusunan RPD, mengacu pada RPJPD 

Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. 

 

1.2 LANDASAN HUKUM 

Adapun landasan hukum Penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Payakumbuh  

Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut : 

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak; 

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga; 

3. Undang – Undang  Nomor 25  Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 

6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang; 

7. Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan 

Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian  dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum 

Pengarusutamaan Gender; 

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019; 
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12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Pemberian Makanan 

Tambahan Anak Sekolah; 

13. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG); 

14. Inpres Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan 

Nasional; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu; 

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak 

Anak; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;  

18. Surat Edaran Mendagri Nomor 411.3/116/SJ/2001 tentang Revitalisasi  Posyandu; 

19. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2005 yang dikukuhkan dengan Perda Nomor 

4 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa program KB Nasional merupakan bagian 

dari pembangunan Kualitas Manusia dan Bagian dari Program Pengentasan 

Kemiskinan; 

20. Renstra Program KB Nasional Tahun 2010-2014 dan Tahun 2015-2019; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014  tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2010-2015; 

22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah 

Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 

Tahun 2010-2039 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45) 

23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh  Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025; 
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24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

Perempuan dan Anak; 

25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga; 

26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah; 

27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja  Daerah Kota Payakumbuh  Tahun Anggaran 2022 ( Lembar Daerah 

Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4); 

28. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana. 

29. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 

2022 (Berita Daerah Kota  Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 41). 

30. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana ( DP3AP2KB ); 

31. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 84 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja 

Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022; 

32. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026; 

33. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026; 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan rencana  strategis merupakan Pedoman kegiatan DP3AP2KB 

dalam jangka waktu menengah  4 (empat) tahun kedepan agar tetap fokus terhadap 

pencapaian  Visi dan Misi  DP3AP2KB. Dengan adanya Rencana  Strategis diharapkan 

seluruh kegiatan DP3AP2KB dapat berjalan secara bertahap berdasarkan Skala Prioritas 

serta berkesinambungan. 
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1.3.1 Maksud  

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 

Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 sebagai berikut :  

1. Menyiapkan kerangka perencanaan dalam upaya menetapkan strategi dalam 

mewujudkan Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB Kota Payakumbuh. 

2. Sebagai Pedoman Dalam merumuskan Rencana Kerja  (Renja) Tahunan. 

3. Sebagai Acuan dalam mengukur pencapaian Kinerja DP3AP2KB Kota 

Payakumbuh. 

4. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk kurun waktu empat 

tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebagai 

penjabaran dari RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-

2026  sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

 

1.3.2 Tujuan 

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan 

urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian 

Penduduk Keluarga Berencana. 

2. Sebagai landasan operasional serta arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu limadalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsi pada DP3AP2KB Kota Payakumbuh . 

3. Memberikan arah dalam pencapaian kinerja serta dapat mengetahui sejauh mana 

Renstra ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien . 

4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana baik tahunan,sesuai 

dengan indikator yang telah ditetapkan , terutama dalam penyusunan laporan kinerja 

unit pelaksana yang menuju kepada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). 
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5. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana. 

6. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam 

menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang merupakan dokumen 

perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana tahunan dalam kurun waktu lima 

tahun. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026 Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana (DP3AP2KB) ini disusun dengan sistematika penulisan  sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum  

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

 

BAB II    GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 

KELUARGA BERENCANA 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 



 
11  

 
 

 

Renstra DP3AP2KB Kota Payakumbuh 2023-2026 
 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga 

Berencana 

 

                BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN 

PENDUDUK KELUARGA BERENCANA 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi  

3.4 Telaahan RTRW  

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

 

BAB IV TUJUAN, SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

5.1 Strategi 

5.2 Arah Kebijakan 

 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK  

KELUARGA BERENCANA 

 

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 

KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) 

Organisasi Perangkat Darah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana ini berasal dari 

OPD  Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 

(BPMP&KB) yang berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berdasarkan 

dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, sehingga terjadi perubahan nomenklatur 

dan perubahan kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintah. 

Urusan Wajib Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat yang sebelumnya 

menjadi salah satu urusan wajib BPMP&KB, tidak lagi menjadi urusan yang dilayani 

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana (DP3AP2KB). 

Urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB saat ini 

adalah: 

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 6 (enam) sub urusan 

yaitu : 

1.1. Kualitas Hidup Perempuan 

1.2. Perlindungan Perempuan 

1.3. Kualitas Keluarga 

1.4. Data Gender dan Anak 

1.5. Pemenuhan Hak Anak (PHA) 

1.6. Perlindungan Khusus Anak 
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2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 3 (tiga) sub urusan, yaitu : 

2.1. Pengendalian Penduduk 

2.2. Keluarga Berencana 

2.3. Keluarga Sejahtera 

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan 

pelayanan dan pembinaan terhadap Forum Anak Kota Payakumbuh dan penguatan 

kelembagaan Payakumbuh Kota Layak Anak, Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan 

Kecamatan Sayang Ibu (KSI), Pembinaan pada organisasi-organisasi wanita dan 

pelayanan terhadap pengaduan masyarakat pada Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). 

Pelayanan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni 

Pelayanan Kontrasepsi, pembinaan terhadap kader-kader KB (Pos KB dan Sub-Pos 

KB), pembinaan terhadap kelompok Bina Keluarga Balita, kelompok Bina Keluarga 

Remaja, kelompok Bina Keluarga Lansia, Bina Lingkungan Keluarga  Pembinaan 

terhadap kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), 

pembinaan terhadap kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-Remaja), 

Pemberian operasional bagi petugas klinik KB dan Kader KB di lapangan. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, dan 

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana ( 

DP3AP2KB ), maka DP3AP2KB adalah unsur pendukung penyelenggaraan tugas-tugas 

Pemerintah Kota meliputi berbagai aspek kehidupan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak serta pengendalian penduduk keluarga berencana. 

Tugas Pokok  dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanaadalah membantu walikota dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian 

penduduk keluarga berencana.  

Sedangkan  fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga 

berencana. 

b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga 

berencana. 

c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang Pemberdayaan 

Perempuan, perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan 

pengendalian penduduk keluarga berencana. 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Berdasarkan struktur organisasi tugas dilevel pimpinan dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, 

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, 

kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan 

Perempuan. 

c. Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Perlindungan Anak. 

d. Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di 

Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. 
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Gambar 1 
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
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2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 

KELUARGA BERENCANA 

 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana 

didukung oleh sumber daya yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, dan sumber 

daya fasilitas. Untuk Sumber Daya Manusia, kinerja DP3AP2KB kondisi 31 

Desember 2021 dengan personil sebanyak 44 Orang yang terdiri dari 16 Orang 

Pejabat Struktural dan 11 Orang Fungsional Khusus ( Penyuluh Keluarga 

Berencana ), Fungsional Umum sebanyak 7 Orang  Staf Fungsional Umum dan 10 

Orang Tenaga Harian Lepas (THL), rincian PNS pada DP3AP2KB adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.1 

Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

No. 
NAMA JABATAN (SESUAI 

PERDA) 
ESELON 

JENIS 

KELAMIN 
STATUS JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) GOLONGAN/PANGKAT 

JUMLAH 

L/P 
ISI KOSONG SD SLTP SLTA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 I II III IV 

1 Kepala Dinas II.b L 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 

2 Sekretaris Dinas III.a L 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 

3 Kabid Pemberdayaan Perempuan III.b P 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 

4 Kabid Perlindungan Anak III.b P 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 

5 Kabid Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Sejahtera 

III.b P 1 - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 

6 Kasubag Umum dan Kepegawaian IV.a P 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 

7 Kasubag Program dan Keuangan IV.a L 1 - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 

8 Kasi Kualitas Hidup Perempuan IV.a P 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 

9 Kasi Perlindungan Perempuan IV.a P 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 

10 Kasi Kualitas Keluarga IV.a P 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 

11 Kasi Data Gender dan Anak IV.a L 1 - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 

12 Kasi Pemenuhan Hak Anak (PHA) IV.a P 1 - - - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 

13 Kasi Perlindungan Khusus Anak IV.a P 1 - - - - - - 1 - - - - - - 1 - 1 

14 Kasi Pengendalian Penduduk IV.a P 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 

15 Kasi Keluarga Berencana IV.a L 1 - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 

16 Kasi Keluarga Sejahtera IV.a L 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 

17 Fungsional Khusus ( Penyuluh 

Keluarga Berencana ) 

- L (3) /  P 

(9) 

11 - - - - - - 1 (P) - 8 

(2L/6P) 

2 

(1L/

1P) 

- - - 6(5P 

/1L) 

5(4P 

/1L) 

11 

18 Fungsional Umum  (staf) - L (1) /  P 

(6) 

7 - - - 4 (P) - - 1(P) - 2(1L/1P) - - - 4 (P) 3(1L

/2P) 

- 7 

19 Honorer Tenaga Harian Lepas - L (3) /  P 

(7) 

10 - - - 5 (3L/ 

2P) 

- - 2 (P) - 3 (3P) - - - - - - 10 

J U M L A H 
 

44 - - - 10 - - 5 - 23 6 -  - 4 18 12 44 
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Sedangkan Sumber Daya Fasilitas adalah Sarana dan Prasarana  DP3AP2KB yang 

merupakan Aset / Modal Usaha dan juga lembaga/ mitra kerja  yang masih ber-

operasional terdiri dari : 

a. Sarana Fisik 

Sarana/ fasilitas fisik terdiri dari tanah, bangunan dan tiang papan iklan yang 

dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dengan rincian keadaan hingga 

akhir 2021 adalah : 

Tabel 2.2 

Sumber Daya Fisik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

No. Uraian Luas Nilai (Rp.) Kondisi 

1 Tanah Kantor di Tanjung 

Gadang 

1.000 m2 96.530.000 Baik 

2 Tanah Kantor di Sawah 

Padang 

812 m2 178.990.000 Baik 

3 Gedung kantor di Tanjung 

Gadang 

378 m2 757.497.000 Baik 

4 Mushalla di Tanjung Gadang 25 m2 36.000.000 Baik 

5 Gedung Kantor PKK di 

Sawah Padang 

180 m2 530.880.635 Baik 

6 Aula PKK di Sawah Padang 105 m2 223.579.999 Baik 

7 Rumah Dinas Penjaga di 

Sawah Padang 

33 m2 47.520.000 Baik 

8 Gedung Posyandu di Parit 

Rantang 

36 m2 52.707.000 Baik 

9 Gedung Posyandu di Labuh 

Basilang 

36 m2 52.707.000 Baik 

10 Gedung Posyandu di Balai 

Betung 

36 m2 52.707.000 Baik 

11 Gudang Alat Kontrasepsi di 42 m2 145.165.000 Baik 



 
19  

 
 

 
Renstra DP3AP2KB Kota Payakumbuh 2023-2026 

 

Kubu Gadang 

12 Balai Penyuluhan KB di Kec. 

Payakumbuh; 

Barat,Utara,Timur,Selatan,dan 

Latina 

50 

m2/Keca

matan 

933.595.000 Baik 

13 

 

Tiang Baliho Iklan KB di 

Jalan Raya Kel. Balai Nan 

Duo 

1 m2 39.825.000 Baik 

14 Aula BPMP&KB 106 m2 166.812.000 Baik 

J U M L A H 3.138.014.999  

 

b. Sarana/ Peralatan Kantor 

Adalah sarana yang digunakan untuk keperluan perkantoran, berupa 

kendaraan dinas roda empat sebanyak 9 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 

36 unit, komputer sebanyak 29 unit, laprop sebanyak 38 unit, printer 

sebanyak 24 unit, AC sebanyak 15 unit dan berbagai peralatan/ 

perlengkapan untuk aktivitas perkantoran lainnya. 

c. Alat-alat kedokteran  

Alat-alat kedokteran ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang 

Keluarga Berencana yang di distribusikan ke 40 klinik – klinik KB di Kota 

Payakumbuh. Alat-alat kedokteran tersebut adalah ; IUD Kit, Implant Kit, 

Obgyn Bed dan Implant Removal Kit. 

d. Potensi /Mitra Kerja DP3AP2KB  yang terdiri dari :  

PKK, Posyandu ( sampai Tahun 2020), Tim Koordinasi PMT-AS (sampai 

Tahun 2018), GOW, Dharmawanita Persatuan, Bundo Kanduang, IKADE, 

PKK Kecamatan (5 Kecamatan), BKB, BKR, BKL, BLK, UPPKS, PIK-

R/M, Kader KB, Kampung KB, Pokja PUG, Forum Anak, P2WKSS, 

P2TP2A, GSI, Gugus Tugas KLA. 
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2.3 KINERJA PELAYANAN DP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH 

Kinerja pelayanan adalah  implementasi kewajiban Instansi Pemerintah, 

dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh untuk 

mempertanggung jawabkan pelaksanaan misi unit kerja dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran. 

Gambaran mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3 
Pencapaian Kinerja Sasaran 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 
Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2021 

 

Misi Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan Target Realisasi 

Capaian 

% 

1 

Meningkatnya 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) 

Tingkat Kategori 

Capaian Anugerah 

Parahita Ekapraya 

(APE) 

Kategori Utama Utama 100 

2 

Meningkatnya 

implementasi Kota 

Layak Anak (KLA) 

Tingkat kategori 

capaian Kota 

Layak Anak (KLA) 

Kategori Madya Madya 100 

3 

Meningkatnya 

cakupan pelayanan 

Program (KKBPK) 

Cakupan pelayanan 

Program 

Kependudukan, 

Keluarga 

Berencana dan 

Pembangunan 

Keluarga 

(KKBPK) 

% 85% 85% 100 
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4 

Mewujudkan 

akuntabilitas 

kinerja perangkat 

daerah 

Nilai AKIP 

Perangkat Daerah 

oleh Inspektorat 

Nilai A A 100 

 

 
Gambaran mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada OPD  

DP3AP2KB kota Payakumbuh, ditampilkan dalam tabel 2.2 dibawah selama 

periode 2017-2022. Hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana ini antara lain ; prosedur/mekanisne yang sudah cukup baik; 

jumlah dan kualitas personil yang mulai memadai; dan percepatan progress 

pelaksanaan program. 

Semua kegiatan yang telah dilaksanakan  OPD DP3AP2KB dapat dilihat 

pada rangkuman kegiatan yang tertera pada tabel dibawah ini. 
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TABEL 2.3 
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERIODE RENSTRA 2017-2022 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA 
(DP3A&P2KB) KOTA PAYAKUMBUH 

 

NO 

Indikator Kinerja 
Sesuai Tugas Dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah   

Target 
di Akhir 
periode 
Renstra 
(2022) 

Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat 
Daerah Realisasi Capaian Indikator Kinerja  Rasio Capaian (%) 

Keterangan 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Nilai IKM 90,5 81 84 87 89 90 90.5 78,12 87,12 88,12 89 90 96% 104% 101% 100 100  

2 
Persentase kondisi sarana 
prasarana perkantoran 
dalam keadaan baik 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100% 100% 100% 100 100  

3 
Persentase ASN 
berpakaian dinas dengan 
atribut lengkap 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100 100  

4 Jumlah PKB yang 
meningkat kualifikasinya 1 0 1 1 1 - - 0 0 0 0 0 - - - - 

 -  

5 
Nilai evaluasi AKIP oleh 
Inspektorat A B BB A A A A B BB A A A 100% 100% 100% 100 100  

6 
Jumlah perwako, 
himbauan, MoU terkait 
perlindungan anak 

2 0 1 1 1 2 2 0 1 1 1 2 - 100% 100% 100 100  

7 Persentase perempuan 
yang duduk di legislatif 

16 8 8 12 12 16 16 8 8 16 16 16 100% 100% 133% 133 100  

8 Persentase kekerasan 
terhadap anak 0,026 0,070 0,061 0,052 0,040 0,035 0,025 0,040 0,385 0,054 0,056 0,056 142,86% 136,89% 96,15% 60 40  

9 Jumlah kelembagaan PUG 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 100% 100% 100% 100 100  

10 Persentase program yang 
di PPRG kan 17 2 5 10 12 15 17 2 5 10 15 16.24 100% 100% 100% 125 108  

11 Jumlah pencapaian skor 
Kota Layak Anak 850 520 560 610 650 720 700 520 560 610 610 650 100% 100% 100% 93.84 90  

12 
Jumlah Perlindungan 
anak terpadu berbasis 
masyarakat (PATBM) 

12 0 5 10 10 11 0 0 5 10 0 12 - 100% 100% 0 109  

13 
Persentase penanganan 
kasus kekerasan 
perempuan 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100 100  
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14 
Persentase penanganan 
kasus kekerasan anak 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100 100  

15 Persentase pelaku usaha 
ekonomi perempuan 

80 41 55 60 66 75 75 41 55 60 N/A 74.24 100% 100% 100% N/A 98,9  

16 Persentase kekerasan 
terhadap perempuan 0,040 0,100 0,092 0,074 0,060 0,055 0,040 0,050 0,039 0,018 0,041 0.026 150% 157,61% 175,68% 131,6 152.73  

17 Jumlah organisasi 
perempuan yang aktif 33 20 25 27 30 33 33 20 25 27 30 33 100% 100% 100% 100 100  

18 Unmeet need 10,87 11,85 11,27 11,13 11,06 10,92 15,00 14,29 15,9 13,22 12,3 15,16 79,41% 58,92% 81,22% 88.79 61.17  

19 Rata- rata usia 
perkawinan 22,5 21 21,7 22,1 22,3 22,4 22,5 21 21,7 22,1 22,3 22.4 100% 100% 100% 100 100  

20 Cakupan peserta KB aktif 62,94 76,57 76,59 76,61 76,70 61,84 39,60 71,13 69,06 70,30 72,5 69,44 93% 90% 92% 112.3 112  

21 
Jumlah kelompok PIK 
Remaja sekolah dan luar 
sekolah yang aktif 

30 27 27 27 28 29 30 27 27 27 28 29 100% 100% 100% 100 100  

22 Persentase BKB aktif 65 100 100 100 100 65 70 100 100 100 100 40 100% 100% 100% 100 62  

23 Persentase UPPKS aktif 54 50 50 51 52 53 66,67 50 50 51 52 53 100% 100% 100% 100 100  

24 Persentase BKL aktif 83 70 70 75 80 81 70 70 70 75 75 50 100% 100% 100% 100 62  

25 Persentase posyandu 
dengan strata mandiri - 59 65 70 70 - - 59 65 70 64.80 0 100% 100% 100% 86 0 

Sejak 2021 
pindah 

urusan ke 
Dinkes 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
24  

 
 

 

TABEL 2.4 
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANAPERIODE RENSTRA 2012-2017 

 

bƻ ¦Ǌŀƛŀƴ 
!ƴƎƎŀǊŀƴ ¢ŀƘǳƴ ƪŜπ wŜŀƭƛǎŀǎƛ !ƴƎƎŀǊŀƴ ǇŀŘŀ ¢ŀƘǳƴ ƪŜπ wŀǎƛƻ ŀƴǘŀǊŀ wŜŀƭƛǎŀǎƛ Řŀƴ !ƴƎŀƎŀǊŀƴ 

YŜǘ 
нлмт нлму нлмф нлнл нлнм нлнн нлмт нлму нлмф нлнл нлнм нлмт нлму нлмф нлнл нлнм 

1 

Urusan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

  1.945.600.108   2.056.419.668   2.398.200.340  632.059.600 1.076.513.856 1.299.032.610  1.870.800.483   1.980.501.787   2.320.576.490  466.360.403 1.076.513.856 96,16% 96,31% 96,76% 73,78% 66,32%  

2 

Urusan 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

   2.823.177.025   3.943.564.469   3.480.630.200  4.271.967.994 6.020.983.174 4.812.599.590  2.751.265.885   3.373.384.559   3.036.784.558  3.146.883.825 

����������������������������������������������������������
����������������

1.575.137.204 
 
  
 

97,45% 85,54% 87,25% 73,66% 83,62%  
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